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ABSTRACT 

HYBRIDIZATION IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC LAND 
INFORMATION SERVICE POLICY 

(Case Study of Land Public Services in Bengkulu City) 

Asrofi 
(mpk.its05@gmail.com) 
Graduate Study Program 

Indonesia Open University 

Digital transformation in public services in Indonesia continues to 
be accelerated to improve bureaucratic efficiency and transparency. One 
strategic implementation is the electronic land services policy launched 
by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land 
Agency. 

This study aims to analyze the implementation of electronic land 
service policies in Bengkulu City, with a focus on the hybridization 
phenomenon as a form of local adaptation to the national digital system. 

This research uses a descriptive qualitative approach based on 
field studies, using the Van Meter and Van Hom policy implementation 
theoretical framework. Data were obtained through participant 
observation, semi-structured interviews, and documentation analysis, 
which were analyzed using NVivo 12 Plus software. 

The results of the study indicate that policy implementation is 
partial and occurs in a hybrid format, where digital and manual 
procedures coexist. The main factors contributing to hybridization 
include limited technological infrastructure, resistance from 
implementing agencies, and low digital literacy among the public. 
Furthermore, suboptimal inter-agency communication and minimal 
technical training contribute to this hybrid practice. These findings 
emphasize that hybridization is not a failure, but rather an adaptive 
solution to complex local realities. This research contributes to the 
development of policy implementation theory in the regional context and 
encourages the formulation of more contextual and inclusive digital 
public service strategies. 

Keywords: hybridization, implementation, electronic land information 
services 



ABSTRAK 

HYBRIDISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LA YANAN INFORMASI 
PERTANAHANSECARAELEKTRONIK 

(Studi Kasus Layanan Publik Pertanahan di Kota Bengkulu) 

Asrofi 
(mpk.its05@gmail .corn) 
Program Pasca Sarj ana 

Universitas Terbuka Indonesia 

Transfonnasi digital dalam layanan publik di Indonesia terus 
digencarkan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi 
pelayanan. Salah satu implementasi strategisnya adalah kebijakan 
layanan pertanahan elelctronik yang diluncurkan oleh Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 
layanan pertanahan elektronik di Kota Bengkulu, dengan fokus pada 
fenomena hybridisasi sebagai bentuk adaptasi lokal terhadap sistem 
digital nasional. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 
berbasis studi lapangan, dengan kerangka teori implementasi kebijakan 
Van Meter dan Van Hom. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, 
wawancara semi-struktur, dan analisis dokumentasi, yang dianalisis 
menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 
bersifat parsial dan berlangsung dalam format hybrid, di mana prosedur 
digital dan manual berjalan berdampingan. Faktor penyebab utama 
hybridisasi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, resistensi agen 
pelaksana, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, 
komunikasi antarinstansi yang tidak optimal dan minimnya pelatihan 
teknis turut memperkuat praktik hibrida ini. Temuan ini menegaskan 
bahwa hybridisasi bukan bentuk kegagalan, tetapi solusi adaptifterhadap 
realitas lokal yang kompleks. Penelitian ini memberikan kontribusi 
terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks 
daerah serta mendorong perumusan strategi pelayanan publik digital 
yang lebih kontekstual dan inklusif. 

Kata Kunci: hybridisasi, implementasi, layanan infomasi, pertanahan, 
elektronik 
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